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ABSTRAK 

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganlisis tentang efektivitas pelaksanaan pemilukada 
pada masa pandemi Covid- 19 di Provinsi Bali seerta mengetahui dan menganlisis tentang faktor penghambat dan 
upaya dari komisi pemilihan umum (KPU) untuk mengatasi hambatan sebagaimana dimaksud. Metode penelitian 
hukum empiris. Sumber data yang diperoleh adalah data lapangan yang diperoleh melalui metode observasi 
langsung dan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan bawha pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah oleh 
Komisi Pemilihan Umum pada masa pandemi Covid-19 belum berjalan efektif, berdasarkan alasan substansi, 
struktur, dan kultur. Sebagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, maka  KPU menghimbau kepada seluruh 
masyarakat bali baik di media sosial dan cetak untuk tidak takut datang ke TPS enam Kabupaten/Kota Bali Karena 
semua penyelenggara hingga tingkat KPPS sudah mengikuti tes cepat (rapid test) Covid-19 serta menggunakan alat 
pelindung diri dan logistik protokol kesehatan, membagi ruangan bagi pemilih yang memiliki suhu tubuh diatas 
37,3 derajat, serta menjamin tidak akan adanya kerumunan dan sudah bersinergi dengan satuan polisi pamong 
praja, TNI, Polri serta gugus tugas Covid-19. 
 
Kata Kunci: Efektivitas, Pemilihani Umumi Kepalai daerah, Covid-19 
 

ABSTRACTi 

The purpose of writing this article is to find out and analyze the effectiveness of the implementation of post-conflict 
local elections during the Covid-19 pandemic in Bali Province as well as knowing and analyzing the inhibiting 
factors and efforts of the general election commission (KPU) to overcome the obstacles as intended. Empirical legal 
research methods. Sources of data obtained are field data obtained through direct observation methods and through 
interviews. The results showed that the implementation of the Regional Head Election by the General Election 
Commission during the Covid-19 pandemic had not been effective, based on reasons of substance, structure and 
culture. As an effort to overcome these obstacles, the KPU urges all Balinese people, both on social media and in 
print, not to be afraid to come to the TPS in six regencies / cities of Bali because all organizers up to the KPPS level 
have taken the Covid-19 rapid test and used personal protective equipment and logistical health protocol, dividing 
the room for voters who have a body temperature above 37.3 degrees, as well as ensuring that there will be no 
crowds and have synergized with the civil service police units, TNI, Polri and the Covid-19 task force. 
 
Keywords: Effectiveness, Regional Head General Election, Covid-1.9 
 
 
I. Pendahuluani  

1.1 Latari Belakangi Masalah  

       Secarai umumi Indonesiai menggunakan  sistem Pemilihan Umum (selanjutnya disebut 

Pemilu) yang demokratis dimana, dilakukani secarai berkalai dani diselenggarakani berdasarkani 
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prinsipi bebasi, sertai jujuri dani adili ( freei andi fairi electioni).1 Sesuaii dengani prinsipi kedaulatani 

rakyati yangi diatur dalami Undang-undangi Dasari Negarai Repulik Indonesiai Tahuni 1945i 

(selanjutnya disebut UUDi 1945i) Pasali 1 ayati (2) yangi berbunyii Kedaulatani beradai ditangani 

rakyati dani dilaksanakani menuruti Undang-Undangi. Sehinggai Pemilui bagii bangsai Indonesiai 

memilikii artii yangi sangati pentingi dalami penyelenggaraani negarai. Pada era reformasi  

menyangkuti duai perubahani pentingi yaknii mekanismei dani proseduri pengisiani jabatani 

dalami strukturi ketatanegaraani sertai instrumenti politiki yangi digunakani. Duai instrumenti 

politiki yangi menjadii kebijakani yaknii pemilihani umumi yangi demokratisi sertai kebijakani 

otonomii daerahi ataui desentralisasi.2 Salahi satui langkahi fundamentali dalami kebijakani 

desentralisasii yaknii pelaksanaani pemilihani umumi lokali dalami memilihi kepalai daerahi 

(selanjutnyai disebuti Pemilukada).3 Pemilukadai merupakani pemilihani umumi untuki memilihi 

kepalai daerahi dani wakili Kepalai Daerahi secarai langsungi di Indonesiai olehi penduduki 

daerahi setempat memenuhi ketentuani peraturani perundang-undangan. Kepalai daerahi terdirii 

darii Gubernuri untuki Provinsi, Bupatii untuki kabupateni dani Walikotai untuki kota.4  

       Sehubungan dengan proses penyelenggaraan Pemilukada berdasarkani Peraturani 

Pemerintahi Penggantii Undang-Undangi Republiki Indonesia Nomori 2 Tahuni 2020i tentangi 

Perubahani Ketiga Atasi Undang-Undangi Nomori 1 Tahuni 2015 tentangi Penetapani Peraturani 

Pemerintahi Penggantii Undang-Undangi Nomori 1 Tahuni 2014 tentangi Pemilihani Gubernur, 

Bupatii dan Walikotai menjadii Undang-Undang, makai perlui dipastikan tahapan Pemilihan 

yang diselenggarakani baiki dii KPU Provinsii maupuni KPUi Kabupaten/ Kota berlangsungi 

dengani baik, tetapii nyatanyai di KPU Provinsii Balii menghadapii masalah yaitu adanya 

penyebaran virus Covid- 19 yangi melandai seluruhi dunia. Mengadakani pemilui di masai 

pandemii bukanlahi hali yangi mudahi agari sejalani dengani standari demokrasi.5 Proses-prosesi 

pemilui normali dengani mengumpulkani banyaki orangi membukai peluangi klasteri barui 

penyebarani Covid- 19.6 Dimasai Pandemii inii dibentuklahi Peraturani Pemerintahi Penggantii 

Undang-undangi No. 2 Tahuni 2020 tentangi Pemilihani Kepalai Daerahi (Perpu Pilkada). 

Berdasarkani atasi latari belakangi dii atasi penulisi tertariki untuki menulis jurnali yangi berjudul 

“PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAHi OLEHi KOMISIi PEMILIHANi UMUMi 

MASAi PANDEMIi DIi PROVINSIi BALI”. 
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Berdasarkan hasil penelusuran, belum ditemukan artikel ilmiah yang membahas topik yang 

sama dengan penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

penelitian pendahulun dan dikembangkan sebagai peneltian lanjutan oleh para peneliti lain. 

1.2 Rumusani Masalahi 

Berdasarkan latari belakangi di atasi, dapati dirumuskani beberapai permasalahn sebagaii 

berikut: 

1. Bagaimanakahi efektifivitas pelaksanaani pengaturan terkait Pemilihani Umumi Kepalai 

Daerahi yangi dilakukani serentaki padai masa Pendemi Covid- 19 di provinsi Bali? 

2. Apa faktor penghambat serta bagaimana upaya dari komisi pemilihan Umum 

Provinsi Bali dalam menyelenggarakan Pemilu dimasa Pandemi Covid-19? 

 

1.3 Tujuani Penulisani  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka i tujuani darii penulisani inii, yakni 

sebagaii berikuti: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang efektifivitas pelaksanaani pengaturan 

terkait Pemilihani Umumi Kepalai Daerahi yangi dilakukani serentaki padai masa Pendemi 

Covid- 19 di provinsi Bali 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor penghambat serta upaya dari 

komisi pemilihan Umum Provinsi Bali dalam menyelenggarakan Pemilu dimasa 

Pandemi Covid-19 

 

2. Metode Penelitian 

        Tulisan ini menggunakan jenis penelitian empirisi. Adapun sumberi datai yangi 

digunakani dalami penelitiani inii yaitui datai primeri dani datai sekunderi. Pengumpulani datai 

primer dilakukan dengan tekniki wawancarai (interview) dani pengamatan langsung dilapangan 

(observation). Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen. Teknik analisis 

dilakukan dengan mengumpulkan dan mengambil datai yangi diperoleh baiki darii lapangani 

maupuni keperpustakaan, yang selanjutnya diolahi secarai kualitatifi dani disajikani secarai 

deskriptifi kualitatifi.  

 

3. Hasili dani Pembahasani 

3.1 Efektivitasi Pelaksanaani Pemilihan Umum Kepala Daerah Oleh KPU Pada Masa 

pandemi Covid-19 di Provinsi Bali 

3.1.1 Efektivitas 

Efektivitasi hukumi adalahi suatui kemampuani hukumi untuki menciptakani ataui 

melahirkani keadaani ataui melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum 
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ataui diharapkani olehi hukum.7 Suatui produki hukumi dikatakani efektifi apabilai produki 

hukumi tersebuti telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Seperti pengaturan 

tentangi Pemilukadai padai masai pandemii covid-19 sebagaii salahi satui produki hukumi 

akani dapati dikatakani efektifi apabilai telahi dilaksanakan.  

Teorii efektivitasi hukumi menuruti Soerjonoi Soekantoi adalahi bahwai efektifi ataui 

tidaknyai suatui hukumi ditentukani olehi 5 (lima) faktori, yaitu:8 

a. Faktori hukumnyai sendirii (Undang-Undang); 

b. Faktori penegaki hukum, yaknii pihak-pihaki yangi membentuki maupuni 

menerapkani hukum; 

c. Faktori saranai dani fasilitasi yangi mendukungi penegakani hukumi; 

d. Faktori masyarakati, yaknii lingkungani dimanai hukumi tersebuti berlakui ataui 

diterapkan; 

e. Faktori kebudayaan, yaknii seagaii hasili karya, ciptai dani rasai yangi didasarkani 

padai karsa.  

Kelimai faktori tersebuti salingi berkaitani satui samai lainnyai, olehi karna merupakani 

esensii penegakani hukumi, sertai merupakani tolak ukur dari pada efektivitas penegakan 

hukum.9 

3.1.2 Pemilukada  

Agendai politiki nasionali strategisi dani memilikii aspeki pemerintahani dani 

kemasyarakatan10 yangi luasi dengani segalai konsekuensinyai bagii masai depani sistemi 

politiki Indonesiai adalahi pelaksanaani Pemilihani Kepalai Daerahi (selanjutnyai disebuti 

Pilkada) serentak. Bukani hanyai mengejari targeti keserentakani pencalonan, dinamikai 

kampanyei dani pelantikannya, tetapii sejalannyai dinamikai didaerahi dengani agendai 

pembangunani yangi direncanakani pusati agari dapati mencapaii hasili maksimal. 

Penyelenggaraani Pilkadai serentaki dilaksanakan secarai bertahapi mulaii padai 2015, 

kemudiani tahap keduai akani dilaksankani padai 15 Frebuarii 2017. Selanjutnyai secarai 

bertahapi gelombangi ketigai direncankani Junii 2018, berikutnyai Tahuni 2020, 2022 dani 2023 

hinggai Pilkada serentak 2027 yangi meliputi seluruhi wilayah Indonesiai. Pilkada rutini 

menjadi agendai Nasional yang dilakukani dalam kuruni waktu 5 (lima) Tahuni sekalii.11 
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Pilkadai serentak 2017 diselenggarakani di tujuh provinsii (Aceh, Kepulauani Bangka 

Belitungi, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat), 18 kotai dan 76 

Kabupaten.12 Pilkadai serentak merupakani upaya untuki menciptakani local accountability, 

political equity, dan local responsiveness. Dengani begitu, demokratisasii ditingkati lokal terkaiti 

erat dengani tingkat partisipasi, dani relasi kuasai yang dibanguni atasi dasar pelaksanaani 

asasi kedaulatani rakyat. Selaini itu, hasili pilkadai jugai harusi mampui menghantarkani 

masyarakati padai kondisii sosial, politik dan ekonomii yangi lebih baik. Pilkadai yangi baiki 

melahirkani pemerintahani yangi baik. Pilkadai yangi diselenggarakani secarai lebihi 

professional, demokratisi akani memberikani dampaki nyatai terhadapi perubahani politik. 13 

3.1.3 KPU  

Komisii Pemilihani Umumi merupakani suatui lembagai Negarai yangi berwenangi untuki 

melaksanakani kegiatani pemilihani yangi berlangsungi diseluruhi Indonesia. Komisii 

Pemilihani Umumi yangi sekarangi merupakani KPU yang dibentuki setelahi Pemilui 

Demokrasii.14 KPU dikonsepsikani secarai hukumi dani politiki berbedai dengani KPUi 

sebelumnyai (1999) untuki menyelenggarakani Pemilui dengan sistemi yangi berbedai 

disbandingi Pemilui dii erai ordei barui dani pemilui 1999, jelasi mengembani harapani besari 

darii kekuatan-kekuatani sipili (pro demokrasi) untuki menjadii penyelenggarai yangi 

independen, sehinggai mampu menjaga proses yang fair, adil dan transparan dengan hasil 

yangi dipercayai rakyat. KPUi adalahi lembagai penyelenggarai pemilui yangi dijamini dani 

dilindungii UUDi 1945i dani dikategorikani sebagaii lembagai negarai yangi disebuti 

constitusional importance.15 Sebagaii lembagai yangi pentingi KPUi ditegaskani bersifati 

nasionali, tetapi dani mandirii (independen)16 yangi derajati kelembagaannyai samai dengani 

lembaga-lembagai negarai yangi laini yangi dibentuki dengani Undang-Undang.17 

Berdasarkani Pasali 57 Undang-Undangi 32 Tahuni 2004 tentangi Pemerintahani Daerah, yangi 

menyebutkani Pemilihani Kepalai Daerahi dani Wakil Kepala Daerah diselenggarakan olehi 

Komisii Pemilihani Umum Daerahi (KPUD) yangi bertanggungjawabi kepada DPRD, tetapi 

pada Putusani Mahkamahi Konstitusii Nomori 5 Tahuni 2005 padai kata bertanggungjawabi 

kepada DPRD dinyatakani bertentangani dengani Undang-Undang Dasari Republiki 
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Indonesiai Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahuni 2005 

tentangi Peruahani Atasi Peraturani Pemerintahi Nomori 6 Tahuni 2005i tentang Pemilihan, 

Pengesahan, dan Pemberhentiani Kepalai Daerahi dan Wakili Kepalai Daerahi. 

3.1.4 Pandemi Covid-19 

Diawal Tahuni 2020, duniai digemparkani dengani marebaknyai virusi barui yaitu 

coronavirus jenisi barui dan World Healthi Organizationi memberii namai virusi terbarui 

tersebuti Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) i dani penyakitnyai 

disebuti Coronavirusi diseasei 2019 (Covid-19). Diketahuii asali mulai virusi inii berasali darii 

Wuhan, Tiongkok. Ditemukani padai akhiri Desemberi Tahuni 2019. Sampaii saati inii sudahi 

dipastikani terdapati 65 negarai yangi telahi terjangkiti virusi ini.18 Padai awalnyai datai 

epidemiologii menunjukkani 66% pasieni berkaitani dengani satui pasari seafoofi ataui livei 

marketi dii Wuhan, Provinsii Hubeiii Tiongkok.19 Padaii mulaii transmisiii virusi iniii belumi 

dapati ditentukani apakahi dapati melaluii antarai manusia-manusia. Jumlahii kasusii terusii 

bertambahi seiringi dengani waktu. Selaini itu, terdapati kasusi 15 petugasi medisi terinfeksii 

olehi salah satui pasientersebuti dicurigai kasusi “super spreader”.20 Akhirnyai dikonfirmasiii 

bahwai transmisii pneumoniai inii dapati menulari darii manusiai kei manusiai. Sampaii saati inii 

virusi inii dengani cepati menyebari masihi misteriusi dani penelitiani masih berlanjuti.  

Kejadiani luari biasai olehi coronai virusi bukanlahi merupakani kejadiani yangi pertamai 

kalii. Tahuni 2002i Severei acutei respiratoryi syndrome (SARS) disebabkani olehi SARS- 

Coronavirus (SARS-CoV) dani penyakiti middlei easti respiratoryi syndrome (MERS) Tahun 

2012.   

Dengani mengingati bahayai wabahi Covid-19i tersebuti yangi melandai seluruhi duniai 

khususnyai Indonesiai maka, Presideni menerbitkani Keputusani Presideni Republiki 

Indonesiai Nomori 11 tahuni 2020 tentangi Penetapani Kedaruratani Kesehatani. Hukum 

merupakani sebagaii sosiali kontroli ataui pengendalii sosiali dani merupakani wujudi 

implementasii darii kepastiani hukum. Sehinggai peraturani Perundang-Undangani yangi 

dilakukani harusi benari terlaksanai olehi penegaki hukum. Dalami perubahani suatui hukumi 

harusi dapati mengatasi permasalahan yang timbul dan dapat mengganggu ketertiban dan 

produktivitasi masyarakat.21Dalami hali inii yangi menjadii sorotani adalahi ketikai Pandemii 

datangi padai saati tahuni politiki tepati yaknii padai agendai Pemilihani Kepalai daerah. 
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3.2 Faktori Penghambati Pelaksanaani Pemilukadai dani Upayai Olehi KPUi pada Masai 

Pandemii Covid-19 

Pada Pemilukadai Tahun 2020, seluruhi aktori Pemilui meliputii penyelenggara, bakal caloni 

hinggai partaii politiki sepenuhnya menunggu respon dan sikap tanggap pemerintah terkait 

keadaan pandemi Covid-19 dengan penentuan status kedaruratan kesehatan. Adapun 

penghambat yang ditemukan dalam pemilihan yaitu,  Pembatasan interaksi dianggap sulit dan 

tidak maksimalnya kinerja penyelenggara Pemilu dalam aksi bakal calon dan pergerakan partai 

politik meraih masa untuk persiapan agenda penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota. Secara teknis sebagai antisipasi penyebaran covid-19, KPU telah mengeluarkan 

kebijakan yang tertuang didalam Keputusan KPU Nomor 179 Tahun 2020 tentang Penundaan 

Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 

Walikota dn Wakil Walikota Tahun 2020. Keputusan tersebut secara garis besar terdapat empat 

tahapan penyelenggaraan Pemilukada yang ditunda meliputi pelantikan panitia pemungutan 

suara, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Panitia Pemuktahiran 

Data Pemilih, serta pemuktahiran dan penyusuan daftar.  

Keputusan KPU Nomor 179 Tahun 2020 hanya terbatas kepada penundaan 

penyelenggaraan teknis Pemilukada sampai tahap penetapan daftar pemilih, namun tahapan 

penyelenggaraan Pemilukada serentak tetap akan dilaksanakan pada September 2020.22 

Ketentuan tersebut disandarkan kepada maklumat yang tertuang dalam Pasal 201 ayat (6) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada).  Pasal 120 UU Pilkada menyebutkan bahwa 

pemilihan lanjutan adalah sebuah mekanisme penundaan pilkada yang nanti melanjutkan 

tahapan yang terhenti, adapun syarat yang ditetapkan pemilihan lanjutan, tertung dalam Pasal 

120 ayat (1) berbunyi:  

“Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan 

keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang engakiatkan sebagian 

tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan 

pemilihan lanjutan.” 

Selain melalui mekanisme tersebut adapun alternatif lain melalui wawancara dengan Bapak I 

Putu Gede Eka Swambara sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Provinsi Bali 

pada Tanggal 27 Oktober Tahun 2020 pemilihan susulan yang sesuai dengan Pasal 121 ayat (2) 

UU Pilkada dan mekanisme tersebut dilakukan untuk seluruh tahapan dalam artian dimulai 

dari awal. Adapun syaratnya tertuang didalam Pasal 121 ayat (1) berbunyi: 
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“Dalam hal disuatu wilayah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan 

keamanan, dan/ atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggungnya 

seluruhan tahapan penyelenggaraan pemilihan maka dilakukan pemilihan 

susulan.” 

Dengan merujuk keadaan saat ini akibat wabah pandemi Covid-19, mekanisme 

pemilihan lanjutan lebih tepat untuk diterapkan dan ditetapkan sebagai pilihan. Namun yang 

menjadi kendala pilihan tersebut hanya merujuk kepada suatu wilayah masing- masing. 

Menjadi dilematik bahwa Undang-Undang tersebut tidak memaparkan terkait keadaan bahaya 

secara nasional, sehingga harus secara serentak harus ditunda akibat semakin meluasnya 

penyebaran wabah ini dan demi menjaga kesehatan rakyat. Dalam wawanara dengan bapak I 

Putu Gede Eka Swambara adapun upaya untuk menunda 4 tahapan Pilkada 2020 yang 

dianggap sebagai langkah tepat dan responsive menyikapi keadaan saat ini untuk menekan 

penyebaran wabah pandemi Covid-19  yang semakin luas. Melihat kondisi saat ini, seluruh 

tahapan Pilkada seharusnya ditunda secara total. Dalam lingkupannya tahapan hari pemilihan 

harus turut ditunda karena pondasi dasar tahapan sudah ditunda dan perlu dipahami bahwa 

tidak mungkin menyelenggarakan Pilkada sesuai agenda yang tertuang dalam Undang-

Undang, jika pandemi Covid-19 belum selesai sepenuhnya. Secara pertimbangan, seharusnya 

negara harus fokus  terlebih dahulu kedalam hal- hal yang dasar dan fundamental yaitu upaya 

penangan wabah pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia serta mengupayakan 

kesejahteraan rakyatnya secara merata.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara diatas bahwa postulat tersebut sudah 

sejalan dengan hasil rapat kerja yang dilakukan oleh Komisi II DPR dengan Kementrian Dalam 

Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan 

Penyelenggara Pemilu pada tanggal 30 Maret 2020 berupa penundaan pemilihan Pilkada 2020.23 

Secara komperhensif terdapat empat kesimpulan dari rapat tersebut meliputi penundaan 

Pilkada serentak 2020, pelaksanaan pilkada lanjutan akan dilaksanakan berdasarkan 

persetujuan bersama antara KPU Provinsi Bali, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan DPR 

Provinsi Bali, yang dimana, meminta Kepala Daerah untuk merelokasi dana Pilkada 2020 yang 

belum terpakai untuk penanganan Covid- 19. Dengan mengingat Indonesia adalah sebuah 

negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, maka ketentuan penundaan teragendakan dalam bentuk hukum yang 

resmi setingkat Undang-undang yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 ahun 2019 

tentang Konstitutionalitas Model Keserentakan Pemilu, agar tidak terjadi tambal sulam dalam 

penetuan jadwal Pilkada dikemudian hari. Sehingga apabila negara sudah tepat secara 

responsif menanggapi penundaan Pilkada dengan segala pertimbangan hukum maka, hukum 

telah dapat berjalan sebagaimana fungsi yang menurut Mochtar Kusuma Adtmaja bahwa 
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“hukum harus bisa dijadikan sarana untuk memecahkan problematika dalam penyelenggaraan 

Negara”.24 

4.Kesimpulan 

Pemilukada Tahun 2020 belum berjalan efektif, mengingat seluruh aktor pemilu meliputi 

penyelenggara, bakal calon hingga partai politik sepenuhnya menunggu respon dan sikap 

tanggap pemerintah terkait keadaan pandemi Covid-19 dengan penentuan status kedaruratan 

kesehatan. Dengan mengingat bahaya wabah tersebut maka, Presiden menerbitkan Keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan 

yang dimana hukum merupakan sebagai sosial kontrol atau pengendali sosial merupakan 

wujud implementasi dari keefektifan hukum. Sehingga efektifnya Keputusan KPU Nomor 179 

Tahun 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Adapun upaya dari 

permasalahan Pemilukada dimasa pandemi Covid-19 oleh KPU Provinsi Bali yaitu, KPU 

menghimbau kepada seluruh masyarakat bali untuk tidak takut datang ke TPS ke 6 (enam) 

Kabupaten/ Kota dimana semua penyelenggara hingga tingkat KPPS sudah mengikuti tes 

cepat (rapid test) Covid-19 serta menggunakan alat pelindung diri dan logistic terkait protocol 

kesehatan yang sudah terdistribusi. Bagi pemilih maupun saksi yang memiliki suhu tubuh 

diata 37,3 derat sudah disiapkannya bilik khusus, sehingga tidak berbaur dengan pemilih yang 

sehat. Serta KPU menjamin diluar TPS tidak akan adanya kerumunan karena sudah bersinergi 

dengan satuan polisi pamong praja, TNI, Polri serta gugus tugas Covid-19 tingkat desa.  
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